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GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG
ROADMAP SANITASI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALQ,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan sanitasi
di wilayah provinsi Gorontalo perlu adanya dokumen Roadmap
Sanitasi Provinsi sebagai pedoman dan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan bidang sanitasi di daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 660/4919/8J, tanggal 30 November 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman di Daerah, Bagian V Kegiatan SKPD
Provinsi b.1) menyusun roadmap sanitasi provinsi dalam upaya
optimalisasi pengelolaan sanitasi di wilayahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Gorontalo tentang Roadmap Sanitasi Provinsi
Gorontalo Tahun 2014-2018; -

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725};

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587};

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601},

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
wilayah Provinsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209};

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tetang Percepatan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pedoman Perencanaan Kawasan perkotaan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PFZT/M/2008
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Permukiman;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 51};



Menetapkan

19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2012-2017 (Lembaran Daecrah Provinsi Gorontalo Tahun 2012
Nomor 2). '

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP SANITASI PROVINSI

GORONTALO TAHUN 2014-2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontale.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Gorontalo dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Provinsi Gorontalo. _

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan
Tahunan Daerah.

6. Roadmap Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut RSP, adalah
dokumen yang berisikan strategi kebijakan dalam pengelolaan
sanitasi di wilayah provinsi yang dapat dijadikan masukan atau
acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah

7. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin
terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan
melalui peningkatan kualitas pengelolaan persampahan rumah
tangga dan sampah se¢jenis sampah rumah tangga, air limbah
domestik dan drainase lingkungan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2
RSP disusun dengan tujuan sebagai pedoman/acuan bagi provinsi
dalam menentukan: Arah kebijakan pembangunan sanitasi di
wilayah provinsi, Strategi Kebijakan Sanitasi ini untuk dijadikan
salah satu program prioritas yang dimasukkan ke dalam RPJMD,
Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD di provinsi maupun
di Kabupaten/kota.
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BAB III
SISTIMATIKA, ISI DAN URAIAN RSP

Pasal 3

Sistimatika RSP Gorontalo disusun sebagai berikut :

Bab I :  Pendahuluan;

Bab II : Kondisi Sanitasi Saat Ini dan Target
Capaiannya;

Bab III :  Visi, Misi, Strategi Sanitasi Provinsi Gorontalo;

Bab IV : Arah Keijakan dan Program Prioritas Sanitasi
Provinsi;

Bab 'V :  Pemutup.

Isi dan Uraian RSP Gorontalo sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu
kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.-

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan arah
kebijakan pembangunan sanitasi di daerah sebagaimana di
maksud dalam Pasal 2, terdiri atas berbagai program sesuai
pencapaian target meliputi :
a. peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan
rumah tangga,
penanganan air limbah domestik;
pengelolaan drainase lingkungan,;
pelaksanaan secara terpadu dan berkelanjutan;
pelaksanaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengelolaan serta pembinaan dan pengawasan,
f. pemantauan dan pelaporan kemajuan dan hasi program dan
kegiatan; '
g. peningkatan kapasitas pengelolaan sanitasi daerah;
h. evaluasi dampak untuk mengetahui efektifitas, efesiensi dan
perubahan yang dihasilkan dari program dan kegiatan.
Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai pencapaian
target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sanitasi di tigkat
provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Gorontalo
sesuai kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, oleh SKPD terkait, maka
pelaksanaanya didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Koordinasi  perencanaan Roadmap Sanitasi dengan
Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka tahunan.

° oo o



(2) Dalam pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi telah dibentuk
Tim Pokja Sanitasi Provinsi yang mempuyai tugas memonitor
dan mengevaluasi pelasanaan Roadmap  Sanitasi Provinsi

tahunan.

(3) Ketua Pokja Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyampaikan laporan hasil capaian kegiatan setiap
tahun kepada Gubernur.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 September 2015
GUBERNUR GORONTALO,
ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

[pada tanggal 28 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PRGXVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19700115 199803 1 011


aansanggar@gmail.com
Typewritten text
28 September 2015

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
28 September 2015
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Kata Pengantar

Pembangunan sector sanitasi di Indonesia dopat dikatakan relative masih jauh
fertinggal dibandingkan dengan pembangunan infrastrukiur perkotaan lainnya.
Berbagai program pembangunan sanitasi felah dilaksanakan cleh Pemerniniah dan
masyarakat, namun demikian hasinya masih belum dapat memenuht kebutuhan
dan horapan maosyarakal yang dinamis dan ferus meningkat. Cleh sebab ifu
dibutuhkan upaya percepatan pembangunan santtasi.

Percepatan pembangunan di bidang sanitast harus diseriusi, mengingat sanifast
yang buruk akan berdampak lucs, sehingga pemerintahan harus memperhatikan
pengelolaan dan pembangunan infrastrukiur sanitasi. Roadmap Sanitast Provinsi
Gorontale merupakan hasit kinerja Pokja Sanitasi yang berkoordinasi dengan SKPD
terkait Provinsi serta Kabupaten/Kota dalom merencanakan pembangunan sanifasi
kedepan hingga fahun 2019 di Provinsi Gorontalo. Kondisi sanitasi yang buruk di
Provinsi Gorontalo menginisiasi penyusunan Roadmap Sanitasi yang  isinya
memaparkan tentang kondist sanitasi di Provinsi Gorontalo serfa langkah-langkah
komprehensif yang okan diambil dan diaksanakan oleh pemernntah Provins
Gorontalo guna mewujudkan pengelolaan sanitasi yang baik dan terintegrast.
Program kegiatan yang di usulkan dan yang akan dilaksanckan dan terfuang
dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo terntegrasi dengan  dokumen
perencanaan dan penganggaran di seliap SKPD terkait dan dokumen-dokumen
perencanaan Daerah Provinsi Goronialo.

Akhimnya kami mengucapkan ierimakasih kepada semua pihak yang felah
mendukung penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo, semoga dokumen ini
dopat di manfaatkan dalam perencanaan dan pencapaian larget sanitast di

Provinst Gorontalo.

GUBERNUR GORONTALO,
ttd

RUSLI HABIBIE
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data yang dikeluarkan PBB memperihatkaon bahwa Indonesia menduduki
urutan kedua di dunia sebagai negara dengan sanitasi buruk, Diperkirakan 100
juta dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia belum memiliki akses sanitasi yang
baik. Data global pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa 63 juta penduduk
indonesia tidak memiliki toilet dan masih buang dir besar sembarangan di sungat,
danau, iaut, atau di daratan. Data Badan Pusat Statistik pada 2006
menyebutkan, hanya 55% masyakaral indonesia yang dapat menikmati akses
sanitast sehat dan teoilet higienis. Artinya, masih banyak masyarakat Indonesic
yang tidak mempunyai akses terhadap sanitasi sehat dan foilet higienis.
Hal tersebut diatas fidok jauh berbeda dengon kondisi sanitasi di Provinsi
Gorontalo, dari fakia yang ada tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo terus
berbench terkait dengan sanifasinyg. Misi pertama pembangunan Provinsi
Gorontalo yang diusung secara jelas dalam RPIMD Provinsi Gorontalo tahun 2012
- 2017 adalah “"Memifokuskan Peningkatan Ekonomi, atas dasar optimalisasi
potensi kewilayahan, mendorong laju investasl, perc;epafan pembangunan
infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan
mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat” Misi
Pertama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal
peningkatan pertumbuhan ekonomi {pro-growth] pencapaian peningkatan
produktivitas ekonomi masyarakats serta laju investasi yang disesuaikan dengan
kondisi masing-masing  daerak  Kabupaten/Kota sehingga rakyat  Provinsi
Gorontdlo lebih cepat keluar dar belenggu kemiskinan, pengangguran,
minimnya sandang, pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatasan
infrastruktur dasar Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik yang selama nini dikeluhkon
oleh khususnya masyarakat pedesaan. Adapun tujuan dari misi tersebut diatas
yakni Menyediokan infrastruktur untuk percepatan pembangunan  daerah,
dengan sasaran  yakni meningkatnya infrastrukiur - daerah, membangun

kemandirian desa dan meningkat dan berkembangnya infrastrukiur desa.



Dari misi tersebut di jabarkan lagi melalui arah kebijakan yang mendorong
ketersedioan air bersih dan sanitasi di Provinsi Gorontalo menuju  Universal
Sanitation Access bagi indonesia di Tahun 2020.

Salah  satu  upaya Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  untuk  lebih
mengintensitkan pembangunan sanitasi Gorontalo yakni dengan masuk sebagai
peserta Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman {PPSP} dengan
4 Kabupaten/Kota di fohun 2013 yakni Kota Gorontale, Kabupaten Gorontalo,
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan 2
kabupaten sisanya yakni Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato
mangikuti program PPSP pada tahun 201 4.

Seinng dengon keikutsertaan dalam program PPSP, Provinsi Gorontalo
menguiamakan pembangunan sanifasi yang terintegrasi dan berkelanjuton
sesuai dengan asas otonomi daerah. Dalam hal ini pembangunan sanitasi akan
dimuat tersendii di dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Gorentato, Roadmaop
sanitasi diharapkan akan mengupayakan pembangunan sanitasi sesuai dengan
kebutuhan dengan mengerahkan potensi yang ada. Hal ini penting uniuk
difakukan mengingat dampak sanitasi yang sangat luas, fermasuk  untuk
mendukung misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara lainnya, khususnya terkait
dengan peningkatan kesehatan hinggo peningkatan kesejahteraan masyarakat
seCcara umum.

Secara umum kondisi sanitasi di Provinsi Gorontalo telah dijelaskan di
dalom dokumen Perencanaan RPIMD 2012-2017 yakni akses masyarakat
terhadap air bersin don sanitasi telah berhasit ditingkatkan, seperti peningkatan
pada persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan
dar 49 % di tahun 2008 menjadi 60 % ditahun 2011 belum mencapai target
sebesar 65 %, persentase keluarga menggunakan air bersih menurun dari 58 %
tahun 2008 menjadi 56 % dar target 70 % pada tahun 2010, dan penurunan
persentase Tempat Tempat Umum (TTU) sehat 65 % tahun 2008 menjadi 59 % dan
belum mencapai target 75 % pada tahun 2010; selain itu kita jugo perlu
memberikan perhatian pada terjadinya peningkatan rumah tangga yang tidak
memiliki saluran pembuangan air limbah, don masih ada rumah tangga yang

memelihara unggas atau ternak dalam rumah



Target pencapaian pelayanan dir minum dan sanitasi sesuai dengan
target Universal Sanitation Access sampai tahun 2020 yaitu 100% dari total jumlah
penduduk pada suaty daerah. Di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2011,
pencapaian target gir minum baru mencapai 40,60% atau 478.476 jiwa dan
sanitasi mencapai 51 % atau 530.484 jiwa, sehingga Qntuk mencapai target
tersebut diperiukan suatu peta jalan sanitasi yang menjamin program sanifasi

dijalankan terukur dan sesuai target.

1.2 Tujuan .
Tingkat kesakitan merupakan cemin dari situasi derajat  kesehatan
masyarakat di suatu daerah, di Provinsi Gorontalo beberapa indikator morbiditas
penyakit tertentu merupakan keterkaitan dengan komitmen global dalam MDGs.
Program ulama unifuk menekan angka  kesokitan  adaloh  dengan
mengembangkan  sistem  surveilans epidemioclogi  berbasis  masyarakat,
pemberantasan sarang nyamuk [PSN) dan vektor penyakit lainnya, pengawasan
pemerksaan kualitas air dan lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitas
dasar, pengembangan program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan
sehat dan revitalisasi Posyandu.

Salah satu program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
vakni perbaikan sanitasi dasar, sehingga haraponnya dengan  tersusunnyd
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo dapat memberikan solusi kebijokan yang
diambil oleh pemerintah daerah. Adapun tujuan penyusunan Roadmap Sanitas
Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut
o} Mewujudkon pembangunan sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di

Provinsi Gorontalo;

b} Mewujudkan visi yang sama di antara para stakeholder di Provinsi Gorontolo
tentang kondisi sanitasi yang okan dicopdi sampai dengan tahun ferakhir
perencanaan roadmap;

¢} Mewujudkan sinkronisasi perencanaan  don kebutuhan pendanaan
pembangunan sanitast di Provinsi Gorontalo;

d) Menyusun database sanitasi sebagatl alat monitoring dan evaluasi dan

Pelaporan status sanitasi Provinsi.



1.3 Sasaran
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo dimaksudkan sebagai pedoman
bagi  Provinsi maupun  Kabupaten/Kota  dalam  mengarusutamakan
pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo. Selgin itu pula Roadmap Sanitasi
juga dimaksudkan sebagai :
a} Bahan advokast pembangunan sanitasi, baik di internal provinst maupun
advokasi ke kabupaten/kota di wikayah provinsi;
b} Menjadi dasar perencanaan pembangunan formal di provinsi {RPIMD,
Renstra SKPD, maupun RKPD Provinsi}.

1.4 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Roadmap  Sanitasi Provinsi Gorontalo

adalah

a) Undang-Undang Rl ne 32 tahun 2004 tentang Pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota

b} Undang-Undang Rl no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

¢} Peraturan Pemerintach no 38 tchun 2007 tentang Pembagion Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/keta

dj Pemmendagri no 32 tahun 2012 tentang penyusunan, penge_ndolian dan
evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah {RKPD} 2013

e} Surat Edaran (SE} Mendagri no 660/4919/S4 tahun 2012 fentang pedoman
pengelolaan program percepatan pembangunan sanitast permukiman di
daerah

f} Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontale No 112/09/11 tahun 2013, tentang
Pembeniukan Kelompok Kerja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman.

1.5 Ruang lingkup Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo
Roadmap Sanitasi  Provinsi Gorontalo membahas  tentang  seluruh
komponen sanitasi permukiman yang meliputi @ air limbah domestik, sampah

rumah tangga dan drainase lingkungan. Seluruh komponen tersebut akan



digambarkan kondisi eksistingnya guna menjadi dasar yang kuat untuk
menetapkan arah kebijakan pembangunan sanitasi.

Roadmap juga akan menggambarkan intervensi program maupun
onggaran yang akan diakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo guna
mencapai kondisi sanitasi yang dinginkan di tahun terakhir perencanaan
roadmap. Dalam hal ini, Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo akan menjadi

pedoman menuju pencapaian target sanitasi Provinsi Gorontato.

1.6 Metodologi Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi
Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Goomtalo  disusun  melalui
serangkaian  pertemuan  yang  dikoordinir  oleh  Badan - Perencanaan
Pembangunan Daeroh (BAPPEDA} Provinsi Gorontalo dengan melibatkan
berbagai unsur Pokja Sanitasi lainnya yang berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas
Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup Daerch {BLHD), Dinas keuangan, dan
Biro Hukum Provinsi Gorontalo. Secara umum metode yang digunakan dalam
penyusunan roadmap adalah sebagai berikut
a} Diskusi dan wawancarg
Metode ini umum digunakan dalam hat mengumpulkan data sanitasi di
berbagat sumber yang ada di provinsi.  Diskusi dan wawancara juga
digunakan untuk mendapatkan input mengenai kondisi sanitasi eksisting.
b} Desk Study
Metode on-desk terutama digunakan ketika menyusun dokumen roadmap
seteloh mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder terkait. Metode ini
juga sering digunakan ketika melakukan analisis ataupun mencar masukan
dari iteratur yang dibutuhkan.
c) Presentasi
Presentasi umumnya digunakan untuk menginterpretasikan hasil temuan
ataupun analisis ataupun untuk mendeskripsikan kesepakatan yang telah
dibuat sebelumnya. Biasanya metode ini dikuli dengan metode Tanya
jawab ataupun diskusi. '
d} Focus Group Discussion {FGD}
Metode ini digunakon dalam hal mendiskusikan temuan setelah melakukan
analisis terhadap kondisi sanitasi di wilayoh provinsi berdasarkan data yang df
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dapat.  Metode ini juga digunakan untuk membentuk komitmen dan
consensus yang dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari analisis yang telah
dilakukan. FGD dilakukon terutama di antara para anggota Pokja Sanitasi
Provinsi, sebagai wakil dari SKPD masing-masing anggota.



BABII
PROFIL SANITASI PROVINSI GORONTALC

2.1 Profil Teknis _

Kondisi infrastruktur eksisting sanitasi akan menjelaskan tentang data-data
dan informasi tentang kondisi redl sanitasi di Provinsi Gorontalo hingga tahun
2013. Selengkapnya kondisi eksisting dijelaskan di bawah ini.

2.1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum yang dimaksudkan adalah data-data il Provinsi Gorontalo
yang ckan dijadikan dasar perhitungan ke depan. Termasuk ke dalamnya
adaiah jumiah desa, kecamatan, penduduk, dan jumiah keluarga {lihat Tabel 2.1
di bawah].

Tabel 2.1
Data Dasar Provinsi Gorontale Tahun 2013
Jumiah Luas
No Kab.Kota Dasa Kecameatan Pel;g?g uk " e::::gun
{jiwa} {ha}
) Kota Gorontalo 50 9 193,692 1.420
2 | Kabupgten Gorontalo 205 19 345,781 13.293
3 Kabupaten Bone Bolongo 166 18 148,971 7.333
4 Kabupaten Georontaio Utara 123 11 108,324 j,782
5 Kabupaten Pohuwato 104 13 139,675 5,000
& Kabupaten Boolemo 84 7 141,547 4,750

Sumber : Goronialo Dalom Angka Tahun 2014

Berdasarkan data di atos terihat bahwa umumnya wilayah Provinsi
Gorontalo didominasi oleh kabupaten/kota kecil. Hal ini dapat menjadi
keuntungan tersendii bagi  Provinsi  Gorontale mengingat  pendekatan
pembangunan sanitasi idedl yang terintegrasi dapat dilaksanakan dalam kondisi
yang tidak sekompleks di kota besar ataupun meiropolitan.

Data di atas selanjutnya menjadi dasar dalam menghitung timbulan
sampah, air imbah, dan panjang drainase lingkungan yang ideal di masing-
masing kabupaten/keta ataupun secara agregasi di Provinsi Sulawesi Utara.
Perhitungan besar produksi sampah, air imbah, dan panjang drainase sebagai

benchmark pembangunan ke depan diperiihatkan pada Tabel 2.2 di bawah,



Tabel 2.2
Perhitungan Produksi Sampah, Air Limbah, dan Panjang Drainase

Provinsi Gorontalo Tahun 2013

Timbulan Produksi Produksi Produksi Panjang 10?“'
No Kabupdten/Kota sampah air imbah tinja f::gr drainase ps:ll-g :’:ng
{m3/hari) (m3/hari) | (m3/harl) (m3/hari) terbangun ideal
i Kota Gorontalo 125.00 22,712.30 - - 1497270 149.727
2 | Kobupaten Gorentalo 125.00 33.027 .40 - - 20,370,000.0 20,370,000
3 Kabupaten Bone Bolango 125.00 12,874.20 - - 6,543,200.0 4,000
4 | Kabupaten Gorontaio Utarg 120.00 2.157.80 - - 5,000.0 5,000
5 Kabupoten Pohuwato 150.00 20,533.10 - - 6.500.0 £.500
4 | Kabupaten Boalemo 2468.00 19.790.10 - - 1,500.0 1.500

Sumber : Hasil Perhitungan

2.1.2 Kondisi Pengelolaan Persampahan

a. Peraturan tentang pengelolaan persampahan

Berdasarkan data yang dikumpulkan terdapat 4 kabupaien/kota (80% darni

seluruh kabupaten/kota) yang telah memiliki dasar pengaturan persampahan,

yaitu diatur melalui

Peraturan Daerch dan Peraturan Bupati/Walikota,

sedangkan 2 kabupaten yang sama sekali belum membuat peraturan

tentang persampahan di daerahnya.  Selengkapnya keberadan peraturan

mengenai persampahan dapat dilihat pada Tabet 2.3.

Tabel 2.3
Keberadaan Peraturan fersampahan di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

Pergturan terkait Persampahan

No Kabupaten/Kota Peraturan Daarah Peraturan Bupoli / Walikota

Pengeloiaan Retribusi Pengelolaan Retribusi
! Kota Gorontalo Ada Ada Ada Ada
2 | Kabupaten Gorontalo Ada Ada Ada Ada
3 | Kabupaten Bone Bolangeo Ada Ada Ada Ada
4 | Kabupaten Gorontalo Utara Ada Ada Ada Ada
5 | Kabupaten Pohuwato Ada Ada Ada Ada
6 | Kabupoten Boolemao Ada Ada Tidak ada Ada

Sumber ; Hosil Penelusuran




b. Infrasiruktur pengelolaan sampah terbangun

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang infrastruktur pengelolaan sampah terbangun di Provinsi Gorontalo,

gambaran infrastruktur ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti Tabel 2.4, 2.5, 2.6, dan 2.7 di bawah.

maka

Tabel 2.4
- Profil Infrastruktur TPA di Provinsi Gorontalo Tahun 2013
Kapasitas Sisa Voliege Sisa .
luas % sampah sampah yg Design Pengelol
No Kobupaten/Kota Jumich TPA TPA R lahan tertangani masuk ke umu: infrastroktur aan Pengelola
TPA perhari TPA .- TPA o
{ha) (m3/hari) (ha) TPA TPA (tahun) terbangun eksisling
{m3/hari}
1 Kota Gorontolo 1 1500 125.00 0.0 12.54% 40.00 - Sanitary landfil BLH
2 | Kabupaten Gorentalo 1 15.00 125.00 0.0 14.43% 41.01 - Sonitary londfill UPTD
3 Kabupaten Bone Bolango 1 15.00 125.00 0.0 13.74% 15.00 - Sanitary landfill BLH
4 | Kabupoten Gorontalo Utaro 1 5.20 120.00 0.0 151.09% 21.09 0.04 Sanitary landfill BLH
5 | Kabupaten Pohuwato 1 5.20 150.00 .0 27 83% 15.00 - Sanitary igndfill BLH
6 | Kgbupoten Boalemo 1 8.00 268.00 6.0 45.42% 15.00 - Sanitary landfill KLH
Sumber : Hasil Perhitungan
Keterangan



Tabel 2.4 di atas memperlihatkan bahwa profil infrastruktur TPA di wilayah

Provinsi Gorontalo secara umum adalah sebagai berikut

1.

Masih terdapat 3 (tiga) kabupaten yang belum memiliki TPA.  Periu
diperhatikan pertimbangan pembangunan TPA atau regionalisasi TPA di
ketiga kobupaten tersebut

Hingga tahun 2012, pengelclaan sampah di TPA yang ada masih di bawah
kapasitas TPA terbangun, dimana volume terkelola di TPA bervariasi antara
5% hingga 15% dari timbulan sampah di masing-masing kabupaten/kota;
Dar 3 {tiga} TPA terbangun, terdapat 2 (figo] TPA yang umurnya kurang
dar 5 tahun, bahkan sudah ada TPA yang sudah habis umur pokainy;

Dari 3 {tiga) TPA terbangun, belum ada TPA yang sudah dibangun dengan
fasiiitas sanitary landfill, umumnya operasional masih secara open dumping.
Adapun TPA yang dibangun dengan fasilitas sanitary landfill dan beroperasi
dengan sistem confrof landfill hanya TPA regional provinsi yang melayanani

3 kabupaten/kota
Seiuruh TPA terbangun dikelola olety SKPD terkait.
Tabel 2.5
Profil Infrastruktur TPS/TPST di Provinst Gorontalo Tahun 2013
Jumlah Kapasitas % layanan
No Kab.Kota TPS/TPST
TPS/TPST (m3/hari) TPS/TPST
1 Kota Gorontalo 11 28.0 5.39%
2 | Kabupaten Georontalo L 24.0 2.37%
3 | Kabupaten Bone Belango 5 14.0 3.24%
4 | Kabupgten Gorontale Utara [ 18.0 4.06%
5 | Kabupaien Pohuwato 7 20.0 5.37%
& | Kabupgten Bealeme 5 16.0 4.27%

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari Tabel 2.5, terlihat bahwa TPS/TPST di wilayah Provinsi Gorontalo masih
sangat minim sehingga perlu perhatian agar pengelolaan sampah dari rumah

tangga ke TPA dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Tabel 2.5
Profil Infrastrukiur Pengangkutan Sampah ke TPA
di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

Truk Dump Armroll Periiraan
No Kabupaten/Kota biasa truck huck Compactor | kebutuhan
armada
1 Kota Gorontglo 3.0 4.0 50 0.0 -
2 Kabupaten Gorontalo 1.0 1.0 1.0 1.0
3 Kabupaten Bone Bolango 0.0 2.0 0.0 0.0
4 Kabupaten Gorontalo Utara 00 1.0 0.0 0.0
5 Kabupaten Pohuwoio 1.0 2.0 0.0 0.0
& Kabupaten Bealemo 0.0 4.0 0.0 0.0

Sumber  :Hasil Perhitungan
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Dari sisi pengangkutan sampah menuju TPA juga masin terihat belum
memenuhi kebutuhan. Masih diperlukan penambahan unit pengangkut
sampah yang sesuai dengan kiiteria teknis yag memadai guna semakin

meningkatkan kudalits pengelolaan sampah di wilayah Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.7
Profil Reduksi Sampah melalui 3R
di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

volume sampah % redulcsi
No Kabupaten/Kota terolah 3R sampah melalui
{m3/hari) 3R

1 Koto Gorontalo 3.0 0.58%

2 Kabupaten Gorontalo 0.0 0.00%

3 Kabupaten Bone Bolango 40.0 2.52%

4 Kabupaten Georontalo Utara 2.4 0.81%

5 Kabupaten Pohuwato 0.0 0.00%

Sumber : Hasil Perhitungan

Pelaksanaan 3R di wilayah Provinsi Gorontalo masin belum maksimal, dimana
berdasarkan Tabel 2.7 di atas memperihatkan secara keseluruhan baru
mampu mereduksi total timbulan sampah sebesar 9,52% (dan perkiraon 20%
ideal pengurangan sampah melalui 3R).
. Perencanaan tentang pengelolaan persampahan
Aspek perencanaan memegang peranan yang tidak kaloh penting dalam
pengelolaan dan pembangunan persampahan, mengingat perencanaan
kegiatan awal dari  pelaksanaan  pengelolaan  daon pembangunan
persampahan. Dalam hal ini semua kabupaten/kota yang telah
mencantumkan pengelolaan dan pembangunan persompahan di dalam
perencanaan formainya (RPJMD, Renstra SKPD dan masterplan), untuk
jelasnya lihat Tabel 2.8 di bawah. '

Tabel 2.8

Profil Perencanaan Pengelolaan dan Pembangunan Sampah
di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

Tercantum
No Kabupaten/Kota dTercanlum dalam Renstra Masterplan
aiam RPJMD SKPD Sampah
] Kota Gorontalo Ada Ada Ada
2 | Kabupaten Goerontalo Ada Ada Ada
3 Kabupaten Bone Bolango Ada Ada Ada
4 Kabupaten Gorontalo Utara Ada Ada Ada
5 Kabupaten Boalemo Ada Ada Ada
& Kabupaten Pohuwato Ada Ada Ada

Sumber : Hasil Penelusuran
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d.

Pendanoan pembangunan persampahan

Pendanaan pengelolaan dan pembangunan persampahan secara tidak
langsung memperihatkan kepedulion kabupaien/kota terhadap kebersinan di
daerahnya masing-masing. Berdasarkon Tabel 2.9 memperihatkan bahwa 2
kabupaten/kota memilliki pendonaan investasi persampahan dan biaya OM-
nya. Sedangkan 4 kabupaten lainnya belum memasukkan data terkait
pendanaan sanitasi daerahnya.

Tabel 2.9

Profil Pendanaan Pengelolaan dan Pembangunan Sampah
dl Provinsi Gorontale Tahun 2013

Besar % 'P el 0&’.“
& investasi
Pendanaan pendanaan , .
Nama investasi Operasi dan Tefal investasi bary
No . dar O&aMm Total APBD persampah
Kabupaten/Kota persampahan Pemeliharaan
persampahan an
baru {O&M)
terhadap
persampahan APBD
1 | Kota Gorontalo 10,280,724,.578.0 | 4,597.425,500.0 14,878,150,0780 | 825.000,000.000 1.80%
o | Kabupaten 10.280.724.5780 | 1.713,454,0963 | 11,994,178,674.3 | B50.646.801.914 1.41%
Gorontalo
3 | Kabupaten 1,172,000,0000 | 4,110000,0000 | 52820000000 | 596,642,827,112 0.89%
Bone Bolango
4 | Rabupaten 335,800,000.0 928,450,000.0 1.264,250,000.0 | 415,000,000,000 0.30%
Gorontaio Utara
5 | Kabupaten - ; 592,682,964,063 0.00%
Pohuwato
¢ | Kabupaten 459,742,500.0 . 459,742,5000 | 487,378.818.97% 0.09%
Boalemo
Sumber : Data dari kabupatenfkota tahun 2013
Berdasarkan andlisis yang dilakukan terhadap profil sampah di atas (lihat

Lampiran} maka peta profil persampahan Provinsi Gorontalo dapat ditihat
pada Gambar 2.1 di bawah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan persampahan
di hapir seluruh  kabupaten/kota di wilayah Provinsi  Gorontalo masih
dikategorkan dalam kondisi yang kurang baik, Oleh karena itu perlu dilakukan
upaya-upaya terukur dan konprehensif agar kondisi pengelolaan sampah di

wilayah Provinsi Gorontalo ke depan dapat lebih baik lagi.
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Gambar 2.1 kondisi pengelolaan sampah Provinsi Gorontalo
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2.1.3 Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a. Peraturan tentang pengelolaan air limbah
Berdasarkan Tabel 2.10 di bawah terlihat bahwa peraturan tentang air limbah
masih sangat minim, hanya terdapat 1 (satu) daeragh yang belum menyusun
Peraturan Daerch tentang Pengeloiaon Air Limbah. Penyusunan dan
penetapan peraturan tentang air imbah di seluruh kabupaten/kota di wilayah
Provinsi Gorontalo ke depan penting untuk mendorong agar pengelolaan dan

pembangunan air limbah dapat dilokukan dengan iebih baik.,

Tabel 2.10
Keberadaan Peraturan Air Limbah di Provinsl Gorontalo Tahun 2013
Perda i PerBup/Perwal

No Kabupaten/Kota Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi
1 Kota Gorontalo Ada Ada Ada Ada

2 Kobupaten Gorontalo Ado Ada Ada Ada

3 Kabupaien Bone Bolango Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
4 | Kebupaten Gerontoie Utara Ada Ada Ada Ada

5 | Kabupaten Pohuwato Ada Ada Ada Ada

4 | Kabupaten Boglemo Ada Ada Ada Ada

Sumber : Doto dari kabupaten/kota tahun 2013

b. Infrastruktur pengelolaan air limbah terbangun

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang infrastrukiur pengelolaan
air imbah terbangun di Provinsi Gorontalo, Tabel 2.11, 212, 2,13, don 2.14 di

bawah menyajikan masing-masing profil secara jelas.
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Profil Infrastruktur Alr Limbah Terbangun System Off-Site di Provinsi Gorontale Tahun 2013

Tabel 2.11

Off Site System
Sewerage dan IPAL Terpusat/Kawasan
No Nama Kabupaten/Kota Kapasitas jumiah ju_r‘nlah Prosentuse Prosentase
K.eberudaf:ln terpasang | sambungan e utilisasi Pengelola cc!kup?tn
sistern offsite i terlayani . layanaon sistern
{m3/hari) rurmah {SR) Giwa) sistem {7) Offsite
1 Kota Gorontalo Tidak ada 0.0 00 - 0.0% - 0.0%
2 Kabupaten Gorontaio Tidak odo oo 0.0 - C.0% - 0.0%
3 Kabupaten Bone Bolango Tidak ada o 0.0 - co0% - 0.0%
4 Kabupaten Gorontaleo Utara Tidak adg 00 00 - 0.C% - 0.0%
S Kabupaten Pohuwato Tidak cda 0.0 0.0 - 0.0% - 0.0%
[ Kabupaten Bealemo Tidak oda oo 00 - 0.0% - 0.0%

Sumber : Data dan kabupaten/keta tahun 2013

Sistem sewerage belum ada di seluruh kabupaten maupun kota, sehingga diharapkan dapat di dorong untuk melaksanakan

sistem tersebut,
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Profil Infrastruktur Penampungan Awal Alr Limbah Terbangun System Cn-Site di Provinsl Gorontalo Tahun 2013

Tabel 2.12

on-site
penampungan awal
Sistern individual Sistern komunal
Jurla Frosent Tangid sepik komunal MCK/MCK++ IPAL komunal
Nama hKX c:;:p Jymiah Prosent Prosent
N1 xebupatens | denga an dumlah | pendud | jumiah Jumilg | JUmia | Prosent ase
a P n lumiah KK uk Jumiah | pendud | Prosentas hjiwa ase cakupo
Kota endud | loyana | Jymiah cakupa hKX
jomba | B penggu | ledaya Jumiah KK uk e jumich teday | cakupa n
Uk yang n tangld na i n sarana enggu | ledaya | cakupan IPAL yang ani n layanan
n sistern seplik . layanan pengg ay 2 diteya ;
sehal terdayant individ | kemun seplic seplic tangii MCK/MC | nuMCK ;| af MCK layanan komu ol (PAL [PAL layanan sistem
dan | Owal tank fank 4 Ko+ / / MCK/MC | nal komu | IPAL | layak
ual al sephk . komu
tangkd komun | komum | o e MCK++ | MCK++ K++ nal nal | Kemuna
seplik al al i {jwa} {iwa) 1
{iwa}
i g:::;ni alo 30985 124,957 §6.2% 2 2 8.1 CoD4% 1 47 190 0.1% 2 58 23390 0% £6.4%
2 é%?gﬁgg“ 32694 | 151,981 | 39.1% ) 1 5 0.001% 1 63 %3 0.1% i 35 163 0.0% 39.2%
Kabupaten
3 | Gone 13,845 80,549 39.8% o] 2 - 0.000% 3 70 20 0.7% [+ 0 - 00% }.1%
Bolango
Kabupaten
4 Gorontale 5,641 22,432 20.9% 2 2 8 CCO7% 2 30 12¢ 21% 2 48 193 0.3% 15.7%
Ware
5 §g::;ﬁg:g“ 13904 | ss024 | d07% 1 i 4 0003% 1 15 83 00% e 0 . 00% $0.7%
6 | fooupolen | 160 | s4000 | arom 1 ! 4 0003% ) 2 79 01% t 37 s | 0w | s

Sumber : Dala darl kabupaten/skota tahun 2013

Sebagaimana diperfihatkan dalam Tabel 2.12 di atas, terlihat bahwa penampungan awal air limbah (tinja) di wilayah Provinsi

Gorontalo masih didominasi dengan system on-site berupa iamban individu. Sistem komunai relatif belum dimutai hingga saat ini.
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Profil infrastrukiur Pengelolaan Akhir Air Limbah dan Pengangkutannya

Tabel 2.13

di Provinsl Gorontalo Tahun 2013

Instalasi Pengolahan lumpur Tinja {iPLT} Pangangkutan/Pengualiran
. . Jumiah | Volume lumpur Prosentase
No Kab N;qu 3 jumiah ]'I(:;?:sf:: ier:;akd?ur;ac‘sjr:?qh arnada | tinja ferangkut lumpur finja Pembuangan psne?ﬁéi{umn
abupaten/Kota - '] Pengelola fruk oleh armada yang terangkut e
{unit} g produksi black fini dal ol kali dai totai lumpur tinja
{m3/hari) water tolal nid AP 3T xal N A
{uni¥} ritase {m3) potensi
Kota Georontalo 1 20000 B8R SKPD 2 a 0% IPLY
2 Kabupaten Gorontaio o 0.0 ©.00% - 0 0 0% -
3 | Kabupaten Bone 0 0.0 0.00% - 0 o 0% _ o
Bolongo
4 E?bupofen Gorontalo o 00 0.00% ) 0 o o% ) 0
Qe
Kabupaten Pohuwato o0 0.00% - 0 o 0% -
Kabupaten Bodlemo 4R 0.00% - 0% -

Sumber : Data dari kabupaten/kota tahun 2013

Tabel 2.13 di atas memperthatkan bahwa IPLT di Provinsi Gorontalo hanya berada di Kota Gorontalo, hanya ada kolam
pembuangan lumpur finja yang dikelola oleh koperasi; sehingga umumnya tumpur tinja dibuang langsung ke lingkungan,
Kelengkapan dan prosedur di kolam pembuangan yang ada belum mengikuti aturan standar pengelolaan umpur tinja
sehingga dikhawatirkan hasil pengelclaan masih mencemari lingkungan. Hal ini juga dilengkapi dengan minimnya armada
truk pengangkut tinja yang hanya ada di Keta Gorontalo, Ke depan pertu pembenahan besar-besaran untuk penanganan
lumpur tinja agar lingkungan di Provinsi Gorontalo dapat iebin aman dari pencemaran lumpur tinja ini.
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Tabel 2.14
Profit BABS dI Provinsi Gorontalo Tahun 2013

. frosentase
No Kabupaten/Kota 1umlc|;| AKBz yang jumlc;l'lA:: nf’UdUK penduduk yong
ye (iiwa) melakukan BASS
i Keta Gorontalo 13,254 53.451 28.3%
2 | Kabupaten Gorontole 45,494 211,435 54.4%
3 Kabupaten Bone Bolango 21,357 81,640 53.4%
4 Kabupaten Gorontale Utara 19.050 76,471 ) 70.8%
5 | Kabupaten Pohuwato 16,526 62,393 51.3%
[ Kabupaten Bealemo 13.748 54,106 7%

Sumber ; [dentifikasi data don analisis readmap.

Minimnya infrastruktur IPLT dan MCK maupun armada truk pengangkut tinja
mengokibatkan fingkat BABS yang relative tinggi, sebagaimana diperinatkan
pada Tabel 2.14 di otc:s.. Berdasarkan pendataan dan penghitungan,
disimpulkan bahwa ratasata 50% penduduk di Provinsi Gorontalo masih
diklasifikasikan melakukan praktek BABS. Oleh karena itu pembenahan di
komponen air limbah sudah menjadi keharusan untuk dilokukan di Provinsi
Gorontalo.

Kondisi BABS berdasarkan hasil study EHRA [environtmenial health risk
assessment] pada Buku Putih Sanitasi tahun 2012-2013 di 6 kabupaten/kota
menunjukkan fakta sebagat berikut:

Tabel 2.15
Profil BABS Hasil EHRA di Provinsi Gorontalo
BABS
No Kabupaten/Kota Ya (%) Tidak (%)
1 Kota Gorentalo 30,3 69,7
2 Kabupaien Georontalo 35 45
3 Kabupaten Bone Bolange 95 5
4 Kabupaten Gorontalo Utara 48 32
5 Kabupaten Pohuwato 58 42
&

Kabupaten Boalerno &4 36
Sumber : Buky Putih Sanitasi Kabupaten/Kota :

. Peraturan tentang pengelolaan air limbah |

Dar aspek perencanaan air imbah, terihat seluruh Kab/kota yang ada di
Provinsi Gorontalo merhiliki perencanaan sebagai acuan pengelolaan dan
pembangunan komponen air imboh ke depan, tinggal Kab. Bone Bolango
yang betum memiliki masterplan air limbah, secara jelas {lihat Tabel 2.15). Oleh
karena itu peru dorongan provinsi agar Kab. Bone Bolango agar dapat segera
menyusun perencanaan air imbah sebagai acuan pembangunan air imbah
yang terstruktur.
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Tabel 2.14

Profll Perencanaan Air Limbah di Provinsi Gorentale Tahun 2013

N Kabupaten/Kof Tercantum d;tec:;a;; l:t:;ra Masterplan Air
° abupdien/fola dalam RPIMD SKPD timbah

1 Kota Goerontalo Ada Adg Adg

2 | Kabupaten Gorontalo Ada Ada Ada

3 | Kabupaten Bone Bolango Ada Adg Tidak oda

4 | Kabupaten Gorontalo Utara Ada Adg Adg

5 ]| Kebhupalen Pohuwaio Adg Adg Ada

4 | Kabupoten Boglemo Adg Adg Ada

Sumber ; Data darl kebupaten/kota

d. Pendanaan pembangunan air [imbah

Pendanaan pengelolaan dan pembangunan persampahan secara fidak

langsung memperiihatkan kepedulion kabupaten/kota ierhadap kesehatan di

daerahnya masing-masing. Berdasarkan Tabel 2.16 memperihaikan bahwa

baru Kabupaten Gorontalo yang memiliki pendanaan untuk investasi dan OM

air limbah § kabupaten/kota lainnya belum memasukkan data terkait

pendanaan layanan air limbah di daerah.

Tabel 2,17
Profll Pendanaan Pengelolaan dan Pembangunan Alr Limbcah
di Provinst Gorontaio Tahun 2013

% OM &
Pendanaan e::::;qn Totdl investasi '::f:f:;l
No Kabupaten/Keta investasi air P . dan OM air Tolal APBD !
limbah bary QM air imbah fimbah
{imbah terhadap
APED
1_| Kota Gorontalo 100,000,000.0 | 200,000,000.0 | 200,000,000.0 | 825000,000,000 ©.04%
o | Kebupaten 2,164,260.0000 | 5410650000 | 27053250000 | 850,646,801.914 0.32%
Gorontaio
3 | KabupatenBone |, (o) 0440000 0.0 1.654.044,0000 | 596,642,827,112 0.28%
Bolango
4 | Kabupaten 360.000,0000 | 97.168.1200 | 457.1681200 | 415000,000.000 0.11%
Gorontaic Utara
Kabupaten
5 | oomoreta 00 0.0 0.0 592,682,964.063 0.00%
s | Kabupaten 112,060,000.0 co 112,000,000.0 487,378,818,979 0.02%
Soaiemo

Sumber : Data dari kabupatenfkota

Berdasarkan andlisis {lihat Lampiran} terhadap profil air limbah di atas, maka

gambaran pengelolaan air imbah eksisting di Provinsi Gorontalo dapat dilihat

pada pela Gambar 2.2 di bawah. Hasil analisis menunjukkan bahwa

pengelolaan air limbah di Provinsi Gorontalo dikategorkan sangat buruk. Oleh
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karena itu perlu dilakukan prioritast yang lebih tinggi terhadap penanganan
komponen air limbah.

Tindakan advokasi hingga pembangunan infrastrukiur pengelolaan air imbah
agoar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo memiliki dasar hukum pengelolaan
air imbah yong kuat, perencanaan yang mumpuni, merubah petilaku, hingga
meningkatkan akses terhadap infrastruktur pengelolaan air limbah yang

improved sudah sangat tinggi urgensinya.
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2.1.4 Kondisi Pengelolaan Drainase

a. Peraturan tentang pengelolaan drainase

Berdasarkan data yang dikumpulkan, diidentifikasikan semua Xab/Kota telah

menyusun peraturan drainase di daerahnya, yakni Perka SKPD, sedangkan

untuk Perda dan Perwako/Perbup seluruh daerah belum dibuat. Hal ini
mengindikastkan kebutuhan akan advokasi ientang pentingnya pengaturan

tentang drainase lingkungan di seluruh wilayah provinsi.

Selengkapnya

keberadan peraturan mengenai drainase dapat diihat pada Tabel 2,17 di

bawah.
Tabel 2.17
Keberadaan Peraturan tentang Drainase di Provinst Gorontale Tahun 2013

No Nama Kabupaten/Kota Perda PerBup / PerWako Perko SKFPD
1 Kota Gorontale - - Adg

2 | Kabupoten Gorontalo - - Ada

3 | Kabupaten Bone Boiango - - Adg

4 | Kabupaten Gorontaic Utara - - Adg

5 Kabupaten Pohuwaio - - Adag

& i Kobupaten Boalemo - - Ada

Sumber : Daia dari kebupalen/fkota
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b. Infrastrukiur pengelolaan drainase terbangun

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang infrastruktur pengelolaan drainase terbangun di Provinsi Gorontalo,

dapat dilihat secara jelas pada Tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2.18
Profil Infrastruktur Dralnase Terbangun di Provinst Gorontato Tahun 2013
INFRASTRUKTUR EKSISTING - DAERAH GENANGAN
No Nama Kabupaten/Kota Panjang % drainase NILAL Luisai:imh luas pengL:::ngun Z’;:::‘;::r::
drainase terbangun terthadup | INFRASTRUTUR . genanga
terbangun{m) | kebuluhan ideal EKSISUNG genangan n (ha) daerah telah ferbebas
{ha) genangan {ha) genangan
1 Kota Gorontale 15,000 3.2498% 1 750 14 734 $8.12%
2 Kabupaten Gorontalo 20,370 0.4715% ) 9.524.6 2.524 6 c0 0.00%
3 Kabupaten Bone Bolango 65,432 ?.5101% 1 6.3 63 Q.0 0.00%
4 Kabupaten Gorontale Utara 12,000 2.0720% i 2,3480 2,1820 1660 707%
& Kabupaten Pochuwato 12,652 0.7786% 1 7.500.0 75000 c.0 0.00%
13 Kobupaten Boaterno 13,250 0.8583% 1 4,500.0 46,5000 co 0.00%

Sumber : Dota daii kabupatenfkota

Tabel 2,18 di atas memperihatkan bahwa profil infrastrukiur drainase di Provinsi Gorontalo secara umum adalah sebagai
berikut

d.

Semua kabupaten/kota di wilayah provinsi yang masih harus membangun drainase agar kebutuhan penampungan dan
penyaluran air permukaan dapat dikelola dengan lebih baik;

. Kekurangan drainase di kabupaten/kota di atas membawa dampok pada terbentuknya daerah-daerah rawan

genangan. Pembangunan drainase hingga mencukupi persyaratan panjang drainase diharapkan akan  dapat
mengurangi daerah genangan ini.
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Perencanaan pengelolaan drainase

Dari aspek perencanoan drainase, terdihat 6 (enam) kabupaten/kota yang
telah memasukkan perencanaan drainase ke dalam RPIJMD dan Renstra
SKPD. Tabel 2.19 di bawah secara jelas memperlihatkan bahwa sudah adao
rencana induk pembangunan drainase sehingga arah pembangunan

drainase dapat teridenfifikasikan.

Tabel 2.1%
Profil Perencanaan Drainase di Provinsi Gorontalo Tahun 2013
RENCANA
No - Nama Kabupaten/Kota Tercantum dalom TQLZT:::"" Masterplan
RPIMD Renstra SKPD Drainase

1 Kota Gorontalo Ada Ada Ada

2 | Kabupaten Gorontalo Ada Ada Ada

3 | Kobupaten Bone Boiango Ada Ada Ada

4 | Kabupaten Gorontole Utara Ada Ada Ada

5 | Kabupoten Pohuwato Ada Ada Ada

é Kobupoten Boalemo Ada Ada Ada

Sumber : Data dari kabupaten/kota

d. Pendanaan pembangunan drainase
Pendanaan pengelolaan dan pembangunan drainase secara fidak langsung
memperlihatkan kepedulion  kabupaten/kota  terhadap kesehatan  di
daerahnya masing-masing. Berdasarkan Tabel 2.20 memperlihatkan bahwa 2
kabupaten/kota sudah mendanai investasi dan OM di bidang layanan
drainase. 4 kabupaten lainnya belum memasukkon data terkait pendonaan
drainase di daerahnya.
Tabel 2.20
Profil Pendanaan Pengelelaan dan Pembangunan Drainase
di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

% OM&
Pendanaan Besar Total investasl investasi

No Kab N;mu{K " investasi pendanadan dan OM Total APBD 4 b.': v
apupdren/holg . N ramase
drainase baru O&M drainase drainase terhadap

APBD

1_| Kota Gorontalo 11.563.000,000 | _2.890,750,000 | 14,453,750,000 | 825.000,000,000 | 1.75%
2 | Kabupaten Goronfalo | 7,300,000,000 | 1,825000,000 | 9.125,000,000 | 850,646,801,914 | 1.07%
3 | Kobupaten Bone 1,200,000,000 - 1,200,000,000 | 596,642.827,112 | 0.20%

Bolango

4 | Nabupalen Gorontalo | 425,000,000 155300000 | 580,300,000 | 415.000.000.000 | ©.14%
5 | Kabupaten Pohuwato - - - 592,682.964,063 0.00%
& Kabupaten Boalemo 882,500,000.0 - 882,500,000.0 | 487.378.818.979 0.18%

Sumber ; Data dari kabupaten/koto
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Berdasarkan anglisis {lihat Lampiran} terhadap profil drainase di atas, maka
gombaran pengelolaan drainase eksisting di Provinsi Gorontato dapat dilihat
pada Gambar 2.3 di bawah. |

Hasil angalisis menunjukkan bahwa pengelolaan drainase di Provinsi Gorontalo
dikategorikan dari kondisi sedang hingga buruk sekali. Oleh karena itu perlu
dilakukan  konsolidasi  pembangunan  drainase agar  pembangunan

infrastruktur drainase di Provinsi Gorontalo dapat dilakukan dengan lebih baik

lagi.
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2.1.5 Areqa Beresiko Rawan Sanitasi

Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten/Kota yang telah disusun tahun

2013 - 2014 oleh 4 kabupaten/kota mengungkapkan fakta akan kondisi eksisting

yang lebih akurat tentang pemetaan sanitasi di daerah yang dikategonkan

sebagai area beresiko rawan sanitasi. Dari 4 BPS yang telah tersusun dan melalui
publik,

tahapan  konsultasi

teridentifikasi

sebanyak 258 kelurahan/desa

merupakan  area  beresiko  sanitasi dengan  kategori  "ftinggi" dan 37

kelurchan/desa merupakan area beresiko sanitasi dengan kategort "sangat

tinggi".
Tabel 2.21
Ared Beresiko Rawan Sanltasi dl Kabupaten/Kota
Tingkat Resiko
No Kabupaten/Kota N ] .Iumluh_Desa Total Penyebab
Resiko 4 Resiko 3 Beresiko Desa
14 DESA air limbah,
1 Kote Gorontalo - 14 Desa 28% 50. sampah, PHBS
53 Desg airiimbah,
2 Kabupaten Gorontolo 8 Desa 75 Desa 41 46% 205 sampah,phbs,
’ genangan/banjir
Kabupaten Bone 8% Desa diriimbah,
3 | Bolango 18Desa | QDY 53.94% . 4 sarmpah, PHBS
Kabupaten Gorontalo 109 DESA air limbah,
41 tara 11Desa  INZB8Dag 89,34% 122 sampoh, PHBS
Air Limbah, Sompah
5 Kabupaten Pohuwato 11Desa 28 Desa 39 Desa 104 dan Drainase, PHBS
. Air Limbah, Sampah
é Kabupaten Boclemo 42 Desa 42 Desa 84 Desa 84 dan Drainase, PHES

Sumber : Bukv Putih Senitasi Kab/Koto
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BAB I
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI GORONTALO

3.1 Visi Pembangunan Sanitasi

Dengan melihat kondisi eksisting sanitasi di Provinsi Gorontalo, maka visi sanitasi
yang diangkat adalah : “Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sanitasi untuk
masyarakat Gorontaio yang sehat dan sejahlera tahun 20197, Dalam hal ini
berarti sanitasi harus dapat menjadi bentuk usaha preventif di bidang kesehatan
sampai dengan tahun 2019, sehingga dapat mendukung visi Terwujudnya
Percepatan Pembangunan berbagai bisang serta Peningkatan  Ekonomi
Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo sebagaimaona yong ielah

dicanangkan dalam RPJIMD Provinsi Gorontalo.

3.2 Misi Pembangunan Sanitasi
Guna mendukung pencapaian visi pembangunan sanitasi di atas, maka misi

sanitasi yang akan dijabarkan adalah sebagai berkut :

3.2.1 Misi Persampahan
Upaya-upaya pembangunan komponen persampahan yang dikembangkan
sejalan dengan misi pembangunan Provinsi Gorontalo hingga fahun 2017 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kudtlitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan
sampah
2. Mengurangl timbulan sampah dalam  rangka  pengelolaan  sampah
berkelanjutan.
3. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem
pengelolaan persampahan.
3.2.2 Misi Air Limbah
Upaya-upaya pembangunan komponen air limbah yang dikembangkan sejalaon
dengan misi pembangunan Provinsi Gorontalo hingga fahun 2017 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pengelolaan air limbah,
2. Menyigpkan  kerangka regulasi  dolam  penyelenggaraan | sistem

pengelolaan air imbah.
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3. Terciptanya sistem kelembagaan yang kuat dalam pengelohan air imbah,
3.2.3 Misi Drainase
Upaya-upaya pembangunan komponen drainase yang dikembangkan sejaian
dengan misi pembangunan Provinsi Goronialo hingga tahun 2017 adglah
sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan jaringan drainase yang berkualitos.

2. Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan bagi pembangunan

drainase menuju kearah kemandirion daerah.
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BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI PROVINS] GORONTALO

Strategi yang akan dikembaongkan dalam pembangunan sanitasi di Provinsi

Gorontalo tidak akan fepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan

sanitasi yang akan  diselenggarakan oleh Provinsi Gorontalo sebagaimana

disebutkan di atas agar penyelenggaraan pembangunan sanitasi dapat

dilakukan sesuai dengan archan yang ditetapkan.

Sebagdimana tujuan Roadmap Sanitast Provinsi Gorontalo, maka isu-isu strategi

yang dikembangkan dapat menjadi strategi kebijokan pembangunan sanitasi ke

depan hingga tahun 2019. tsu strategi dikembangkan dengan mengikuti fujuan

dan sasaran setiap komponen sanitasi sebagaimana di atas. Adapun isu strategi

yang dikembangklan adalah sebagai berikut

4.1 isu Strategis

Q.

Komponen Persampahan

(S) Sudah adanya TPA regional yang melayani 3 kabupaten kota yang
pengelolaannya ditakukan oleh UPTD khusus di Provinsi Gorontalo
(S} Adanya program bank sampah yang dikelola masyarakat, sekolah dan
pemerintah. '
{w) penerapan regulasi terkait retribusi sampah belum diterapkan secara
makasimal.
(W) Terbatasnya program pengelolaan persampahan yang berbasis
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemda,
(T) Masih kuatnya stigma negalif di masyarakat mengenai pengelolaan
sampabh.
{W) Dana APBD untuk pengenggaran sanitasi baik di provinsi maupun di
kabupaten/Kota masih sangat terbataos.
{O} Adanya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
(W] Masih minimnya  pihak swasta yang tertarik dalom  mengelola
persampahan.
(W] Rendahnya akses pelayanan dan cakupan penanganan komponen
persampahan di Provinsi Gorontalo akibat banyaknya produksi sampah
yang tidak terlayani akibat minimnya infrastruktur
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- (T} Minimnya fasilitas pendukung persampahan di perumahan  yang

dikembangkan swasta (developer)

- [T) Rendahnya kesadaran masyarckat dalam pemilahan sampah rumah

tangga.

. Komponen Air Limbah

(W} belum adanya infrastruktur pengolahan air iimbah {IPAL/IPLT) yang
melayani secara regional.

{T) kepemilikan tangki septik di masyarakat masih rendah.

{T) Tingginya pencemaran akibat tangki septik tidak aman dan rendahnya
pemahaman pengelolaan air imbah domestik

(W) Banyaknya tangki septik yang tidak pernah dikuras okibat tidak
adanya prasarana dan sarana pendukung serta rendohnya pemahaman
masyarakat

(W) masih kurangnya IPLT yang terbangun.

(W) Masih rendahnya ketersediaan MCK Umum.

(W) Masih tingginya angka BABS.

{W) Kondisi sanitasi khususnya komponen air limbah tatanan sekolah dasar
masih rendah

{s) Adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melaiui
program/kegiatan pembinaan teknis pengelolaan air limbah permukiman.
() Rendohnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air
imbah permmukiman, terkqit  tingkat pendidikan dan  kebigsaaan
masyarakat pesisir pantai.

{T) Sarana MCK yang ada fidak dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan
dan persediaan sabun, & fidak adanya operasional dan mantenence.

[W) Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelofaan air
fimlbah permukiman masih rendah.

{O} Dunio usaha/swasta ada beberapa berperan aktif dalam
penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah finja .

(W) Potensi dunia usaha terkait sistem pengelolaan limbah tinja  belum
diberdayakan oleh Pemda.

[w] Potensi dunia usaha terkait sistem pengelolaan limbah tinja  terbentur

dengan lokasi pembangunan.
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fw} potensi lahan dibeberapa daerah memungkinkan penerapan
pengelolaan air limbah tinja.

(T} Kondisi geografis khususnya kawasan pesisir fidak memungkinkan untuk
pembuatan septic tank dengan sumur resapan.

(W) Belum ada prioritas penganggaran yang mengarah pada kegiatan
operasional dan mairtenance serta biaya sarana penunjang IPLT.

{T) Belum oplimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan
dunia usaha/swasta,

(O} Adanya peluang dukungan dona yang bersumber dari APBN, dan
partisipasi masyarakat.

(T} Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang
limbah tinja.

(W} Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan
air imbah.

{W) Koordinasi linfas sektor masih kurang.

[w) Ketersediaan peraturan yang diperukan dalam pengelolaan sistem air
limbah dan pelayanan penyedotan limbah finja kurang.

(O) Adanya UU No 32 tahun 2004 dan PP Nomor 38/2007 yang
menyaickan bahwa tanggung jowab penyelenggaraan ¢gir limbah
permukiman menjadi kewenangan pemerintah daerah.

{S} Adanya monitoring dan evaluasi ferhadap capaian  target
pengetolaan air imbah domestik di Provinsi Gorontailo.

{S} adanya monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah

domestik.

. Komponen Drainase

(W) drainase yang terbangun belum terkoneksi dengan baik.

(W} Masth minimya infrastruktur jaringan drainase yang ada terutama
terkait dengan fungsi jaringan drainase untuk menyalurkan air dalam
rangka mengurangi genangan air dan banjir

(W) Rendahnya aspek kepedulian masyarakat dan Pemerintah daolam
rangka mengelola dan memelihara  jaringan  drainase yang telah
terbangun di lingkungan permukiman,

{S) Adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaon drainase yang

melibatkan masyarakat.
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- {1} Sebagian masyarakat masih  menggunakan drainase  sebagai
pembuangan sampah dan air fimbah.

- {8} Sudah ada Master Pian Drainase.

{S} Kegiatan tentang pemeliharaan rutin drainase  sudah masuk dalam

Renstra Dinas PU dan RPIMD.,

{S} Adanya Program pemeliharaan / Rehabilitasi dan  peningkatan

Drainase.

(W] Sebagian kecil masyarakat belum komprehensift atas program
peningkatan drainase.

{S} Sudah ada prioritas penganggaran yang mengarah pada kegiatan

opersicanal dan manienance drainase.

(W) Perlunya peningkatan koordinast intas sektor,

(W} Belum adanya monitoring dan evaluasi mengenai target pencapaian

panjang drainase terbangun.

(O} Adanya dukungan dana Draingse dari program yang berbasis
masyarakat {PNPM dan PPIP}

4.2 Penetapan Strategi Pembangunan Sanitasi dengan metode SWOT

Andlisis SWOT adalah instrument perencanadan strategis yang klasik. Dengan
menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan
ekternal dan oncaman, insfrument ini memberikan cara sederhana untuk
memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi.

ANALISIS SWOT dapat memberkan gambaran  hasil  analisis  keunggutan,
ketemahan, peluvang dan ancaman perusahaon secara menyeluruh yang
digunckan sebagai dasar atau landasan penyusunan objective dan strategi
daerah dalam corporate planning.

Dalam menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran,
dengan tedebih dahuiu melakukan andalisis SWOT melalui analisis data-data dan
hasit proses-proses pada tahapan sebelumnya pada Tabel 4.1 identifikasi SWOT
berkut
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Tabel 4.1 Identiftkast $WOT Komponen Persampahan

internal Eksternal
{+) Kekuatan {5} {#) Peluang {O)
- {3} Sudah adanya TPA regional yang melayani | 1. {O} Adonya peran  masyarakat daiarn
3 kabupaten kota yong pengeloicannya pengelolaan sampah.
dilckukan  oleh UPTD  khusus di  Provinsi
Gorontaio
- {8} Adaonya program bank sampah yang
dikelola masyarakal. sekclah dan pemerinigh.
{-} Kelemahan {W} {-} Ancaman (T)
- {w} penerapan regulasi  ierkail  retribusi - I} Masih kuainya  stigma  negatif  di
sampah belum diterapkan secara makasimal. masyarakat mengenat pengelolaan sampah.
- W] Terbatasnya program pengelolaan - (% Minirnnya fasilitas pendukung
persampohan  yang berbasis masyarakat persampohan i petumahan yang

yang diselenggarakan oleh Pemda.

- {W) Dana APBD untuk pengenggaran sanitasi
baik di provinsi maupun di kabupgaten/Kota
masih sangat ierbatas.

- (W} Masth minimnya pihak swasia yang
tertarik daolom mengelola persampahan.

- W
cakupan

Rendohnya akses pelayanan dan
penanganan komponen
persompohan di Provinsi Goronfalo  akibat
banyoknya produkst sampah yang  lidok

terlayani akibat minimnya infrastrukiur

dikembangkan swasta {developer].
— {1} Rendahnya kesadaran masyarakat dalam

pemilahan sampah rumah fengga.

Sumber : Hasll Analisis Pokja

Tabel 4.2 Identifikast SWOT Komponen Air Limbah

Eksternal

internal
{+} Kekuatan {8)
~ {8} Adanya upaya peningkatan kualitas
sumber dayd manusic melaiui
program/kegictan pembinaan teknis

pengelolaan airlimbah permukiman.

S

tethadop capaion target pengeloloan air

Adanya monitoring dan  evaluasi
lirmbah domestik di Provinsi Gorontalo.

- {3} adanya monitoring dan evaiuasi ferhadap
baku muty aif imbah domestik.

{#) Peluang {0}
- {O} Adanya UU No 32 tchun 2004 dan PP

Nomor 38/2007
tanggung jawab penyelenggaraan air imbah

yang menyafakan bahwa

permukiman menjadi kewenangan
pemerinich daerah.

- {0} Adanya peluang dukungan dang yang
bersumber  doni APBN, don porlisipas
muasyarakat.

- {0} Dunia usaha/swasie adce beberapa

akfif

sistem pengeiolaan limbah tinja.

berperan dalam penyeienggaraan
- {T} Kondisi geografis khususnya kawasan pesisit
tidak memungkinkan untuk pembuaton seplic

tank dengan sumur resaparn.

{-) Kelemahan {W}

- {W} belum adanya infrasirukiur pengoighan

{-)} Ancaman {1}
- (I} Belum oplimalinya penggaiian potlens
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air imbah {IPAL/IPLT) yvang meiayani secara
regional,

{W} Belum ada prioritas penganggaran yang
mengarah pada kegiatan operasional dan
maintenance serta biaya sarana penunjong
iPLT.

W) Kapasitas sumber daya manusia yang
melaksanakan  pengelolaan air  limbah
perrmnukiman masih rendah.

{Wi Polensi dunic wuscha ierkait sistem
pengelolaan fmbah  linjg beium
diberdayakan oleh Pemda.

fw} Potensi dunia wusoha lerkait  sistem
pengeloiaan limbah finja terbentur dengan
lokasi pembangunan.

{w} potensi ichan dibeberopa daerah
memungkinkan penerapan pengelolcan air
limmbah #inja.

iW] Banycknya itongki septik yang tfidek
pemah  dikuras  akibat  fidak  adanya
prasarana  dan sarana  pendukung  serfa
rendahnya pemahaman masyarakaf

{W} masih kurangnya IPLT yang terbangun.

Wi Masih rendahnya  kefersediaan MCK
Umumn.

{Wi Masih tingginya angka BABS.

{W} Kondisi sanitasi khususnya komponen air
{imbah tatanan sekolch dasar masih rendah,
iW) Belum temisahnya fungsi regulator dan
operator dolam pengeloiaan air imbah.

{W) Koordinasi lintas sekior masih kurang.

{w} Ketersedioan peraiuvran yang diperivkan
ddlam pengeloican sistem air mbah dan

pelayanan penyedoian limbah tinjo kurang.

pendanaan dari masyarakat don  dunia
usaha/swasta.

{T) Kurang tlerfariknya sekior swasta untuk
rmelakukan invesiast di bidang mbah finja.

{T} kepemiikan tangki septik di masyarckat
masih rendach.

{7} Tingginya pencemaran akibat tangki seplik
tidok aman dan rendahnya pemchaman
pengelelaan air imbah domestik.

{T) Rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya pengelolaan air limbakh
permukiman, terkaif tingkat pendidikan dan
kebiasaaan masyarakat pesisir pantai.

{T} Sarana MCK vang ado tidak ditengkopi
dengan fasilitas cuci tangan dan persediaan
sabun, & fidak adanya operasional dan

mantenence.

Sumber : Hasil Anglisis Pokja
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Tabel 4.3 identifikasl $SWOT Kompenen Dralnase

internal

Eksternal

{+} Kekuatan (8}

- {8} Adanya kegiatan pembongunan dan
pemelharaan drainose yang melibatkan
masyarakat.

- {5} Sudah ada Master Pian Drainase,

- 8
drainase  sudah masuk dalam Renstra Dinas

PU dan RPIMD.
- 3
Rehabilitasi dan peningkatan Drainase.

Kegiatan tfentang pemeliharaan wiin

Adanya Progrom pemeliharcan

— {3} Sudch ada priotitas penganggoran yang
mengarah pada kegiclon opersicanal dan

{+) Peluang {O)

- {0} Adanya dukungan dana Drainase dari
program yang berbasis masyarakal (PNPM
dan PPIP}

mantenonce drainase.
{-)} Kelemahan {W) {-} Ancaman {T}

- {W} Sebagian kecil masyarcket belum - {1} Sebagian masyarakat masih
komprehensif alas program  peringkatan menggunakan drainase sebagat
drainase. pembuangaon sampah dan air imbah.

- W} drainase vyang terbangun  belum
terkoneksi dengan baik.

~ (W} Masih minimya  infrasirukiur  jaringon

drainase vang ada terviame ferkait dengan
fungsi jaringan drainase untuk menyalurkan air
dalam rangka mengurangi genangan aif dan
banjir

- {W} Rendahnya aspek kepedulian masyarakat
dan Pemerintah dalam rangka mengelola
dan memelihara jatingan dralnase yang teloh
terbangun di lingkungan permukiman.

- (W} Periunya peningkafan koordinasi lintas

sektor.
~ {W] Belum adanya monitoring dan evaluast
pencapagian  paniang

mengenci farget

droinase terbangun.

Sumber : Hasii Anatisis Pokja

Pemetaan SWOT diatas sangat penting untuk memahomi kondisi  sanitas

sebenamya di Provinsi Gorontalo. Atas dasar informasi yang tetah terbagi dalam

4 kuadran di atas dirumuskan altematif sirategi di tabel 4.2 penentuan alternatif

strategi dan indikator sasaran sebagai berikut
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Tabel 4.4 Mahiks SWOT Komponen Persampahan

Eksternal

internal

Opporiunliy (Peluang} :
- {0} Adanya peran masyarakat

dalam pengeiciaan sampah.

Threat (Ancamuanj :

{T} Masih kuainya stigmao negotif
ot masyarakat mengenai
pengelolaan sampah.

{Ti Minimnya fasiitas pendukung
persampohan di  perumachan
vang  dikembongkan  swasta
{developer).

{7} Rendahnya kesadaran
masyarakat dalam  pemiahan
sampah fumah tangga.

Strength (Kekuafan):

{8} Sudeh odonya TPA regional
yang melayani 3 kabupaten kota
vang pengelolaannya  dilckukan

Alternctif Strategt :

- Mengembangkan

perangkat regulasi perda

Alternalif Shategt :

Mendcreng pihak
pengembang perumahan

oleh UPID khusus di Provinsi | penhgelolaan persampahan dalam rangka penyediaan
Goronialo permukiman prasarana dan sarand
- ii}mp ;‘f“"‘y“ ywﬁ’g’g‘“m dskglco?g - Menyelenggarakan pengeloiaan persampahan
masyarakal,  sekolah  dan | PErENcanaan di bidang di fingkungan permukimc:n
pemeriniah. persampahan secara - Mempercepat penyediaan
menyeluruh dan terintegrasi prasarana dan sarana
pengelolaan dan
pengangkutan
persampahan di fingkungan
permukiman baik di
perkotaan maupun
perdesaan
Weakness (Kelemahan): _ | Alternatif Strategt : Alternafif Strategi :
- (W penerapan regulasi lerkal | juelgkukan pengawasan - Mengadakan sosialisasi dan
redrityusi sampah belum .
diterapkan secara makasimal, terhadap penegakan kampanye 3R padda
- {w] Terbatasnya prograrm | aturan tentang sampah masyarakat
pengelolaan persampahan yang | yang dilakukan oleh - Penyedican infrastukur
berbasis  masyardkat  ¥ong | nemerintah dan dalam rangka mendukung
diselenggarakan oleh Pemda. kat Smbul
Y Dana  APBD = untuk | masyarakat. pengurangan fimbulan
pengenggaran sanitasl baik di | - Meningkatkan peran serta sampah
provinsi maupun di |  masyarakat terkait
kabupaien/Kota masih  sangat pemilahan sampah rumah
terbatas.

{W) hMasih minimoya pihak swasta
yang fertarik dalom mengelola
persampahan.

{W) Rendahnya okses pelayanan
dan  cokupan penanganan
komponen persampahan  di
Provinsi Gorontaio akibot
bonyaknya  produksi | sompah
yang fidak terdayoni  okibat
minimnya infrasirukior .

tangga melalui optimalisasi
kelompok masyarakat

Sumber : Hasil Analisis Pokja
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Tabel 4.5 Malriks SWOT Komponen Alr Limbah

internal

Eksternal

Opporiunity (Peluang} :

- {0} Adanya UU Neo 32 fahun 2004
dan PP Neomor 38/2007 vyang
menycfokan bohwa tenggung
owalr  penyelenggaraan  Qir
limbah pemukiman menjadi
kewenangan pernerintah
daerah.

- {0} Adanya peluang dukungan
dana  yang bersumber dari
APBN, dan partisipasi
masyarakat.

- {C} bunia usahafswasta ada
beberapa berperan akiif dalam
penyelenggaraan sisfern
pengeiciacn limbah tinja.

- {i} Kondisi geografis khususnya
kawasan pesisiy fidak
memungkinkan untuk
pembuatan sepfic fank dengan
SUMUF resapan.

Threaf (Ancamanj ;

- {7} Belum opiimalnya penggdalion
potens pendanaan dari
masyarakat dan dunia
usaha/swasia.

- [T} Kurang teriariknya sekior
swasio untuk rnelakukon
investasi o bidang #mbah tinja.

- {1} kepemilikan tangki sepiik di
masyarakat masih rendah.

- {7} Tingginyo pencemaran akibat
tangki septik tidak amon dan

rendahnya pemahaman
pengeiolaan air firmbah
domestik.

- M Rendahnya kesadaran
masyarakal  akan  pentingnya
pengelolaan air imbah
permukiman,  tetkait  tingkat
pendidikan dan kebigsacan

masyarakat pesisic paniai.

- (T} Sarana MCK yang ada tidak
dilengkapi dengan fasilitas cuch
fangan dan persediaon sabun,
& fidak adanya opetasional dan

monienence.
Strength (Kekuatan): Alternatif Stralegt : Alternalit Strategi :
- {s} Adanyo wupaya peningkatan |- Mengembangkan - Meningkatkan kesadaran
kuglifes  sumber  daya  monusia | pargngkat regulasi perda masyarakat terhadap arti
melalu program/kegiatan

pembinaan teknis pengeloloan air
firmbah permukiman.

{3} Adanya monitoring dan evaluasi
terhadap capaian target
pengelolaan oif limboh domesiik di
Provinsi Gorontaio,

{3) odanya monitoring don evalugsi
terthadap boku muty air limbah
domestik.

oengelolaan air imbah
permukiman

- Menyelenggarakan
perencanaan di bidang air
limbah secara menyeturch
dan teriniegrasi

- Menyiapkan lembaga yang
mengetola air imbah dan
melakukan pengawasan
terhadap penegakan
cturan tentang air imbah
yang dilakukan cieh
pemerintah dan
masyarakat.

pentingnya memiliki,
menggunakan dan
memelihara tangki septik
bagi penyehatan
iingkungan permukiman

Weakness (Kelemahan):

Wi belum codanya infrostroktor
pengoiahan o imbah  {IPALAPLT}
yang metayani secara regional.

W Belum ada prioritas
penganggaran  yang  mengorah
pada  kegiatan operasional  dan
maintenance  serfc  biaya sarana
penunjang tPLT.

{W} Kapaositas sumber daya manusia
yang metaksanakan pengelolagn gir
imbah permukiman masit rendah.
{W] Polensi dunia usaha terkait sisiem
pengelofaon  limbah linja belum
diberdayakan oleh Pemda,

{wl Potensi dunig usahe terkait sisiem

Alternatif Strategt :

- Meningkatkan layanan
pengoiahan gir imbah
dengan sistem on-site,
komunal dan off-site

Alternatlif Strategt :

- Meningkatkan peran serta
swasta dan masyarakat
dalam rangka penyediaan
prasaranda dan sarang
pengelolaan air fimbah di
lingkungan permukiman

- Mendorong pihak
pengembang peruvrmahan
dalam rangka penyedican
prasarand dan sarana
pengelolaan air imbah di
ingkungan permukiman
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pengeloloon limbah finja terbentur
dengon lokasi pembangunon.

(w} potfensi lchan dibeberapa
daerch memungkinkan penerapan
pengelolaan it limboh tinja.,

{w) Banyaknya tangki septlik yang
fidok pernah dikuras akibat tidak

adanya prosargno dan
pendukung serta
pemahaman masyarckat

terbangun.

MCK Umum.
- [W] Masih tingginya angka BABS.
- [W) Kondisi sanitas
komponen  air  limbah
sekoloh dasar mosih rendah.
- {W} Belum terpischnva
regulator dan  operator
pengelolaan air timbah.

kurang.

air imbah dan
penyedotan limbab tinja kurang.

sarana
rendahnya

- W) masih kurangnya IPLT yang
- [W} Moaosih rendahnya ketersediaan
khususnya
tatanan

fungsi
dalam

—~ W) Koordinasi fintas sekior masih
- [w} Ketersedioan peraturan yang

diperiukan dalam pengsiolaan sistem
pelayanan

Sumber : Hasil Anglisis Pokja

Tabel 4.5 Mahiks SWOT Komponen Dralnase

Opportunity (Peluang) :

- {©) Adanya dukungon danc
Draincse  dari program  vyang
berbasis masyarakat (PNPM dan
PPIP)

Threat (Ancaman) :

~ [T} Sebagian masyarakat
masih menggunakan
drainase sebagai
pembuangan sampah dan
air limbat.

Eksternal
internal
rength (Kekuatan).
- (8} Adanya kegiatan
pembangunan dan

pemeliharaan  drainase  yang
melibatkan masyarakat.

- IS} Sudah ado Moster Plan
Drainase.

- 9 Kegiatan tentang
pemeliharaan  ritin - drainase

sudah masuk dalam Renstra Dinas
PU dan RPJMD.

- (3] Adanyo Program
pemeliharacn f Rehaobilitfosi dan
peningkatan Droinase.

- {S) Sudah ada prioritas
penganggaran  yang mengarch
pada kegictan opersioancl dan
mantencnce drainase.

Alternatif Strategl :

- Mengembangkan
perangkat regulast perda
pengelolaan drainase
lingkungan

- Menyelenggarakan
perencanaan di bidang
drainase lingkungan secara
menyeluruh dan terintegrasi

Alternatif Strategl :

- Meningkatkan peran
serta swasta dan
masyarakat dalam
rangka pengelolaan
dan pemeliharcan
jaringan draincse
lIngkungan
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Weakness {Kelemahan):

- {W) Sebagion kecil masyarckat
belum komprehensit atas program
peningkatan droinase.,

- {w} drainose yang terbongun
belum terkoneksi dengan baik.

- (W} Masth minimya  infrastrukiur

jaringan  drolnase  yang  ada
terutamao  lerkait dengan fungsi
jarngan drainase untuk

menyalurkan  aff  dalam  rangka
mengurangl genangan air dan
banjir

- {W} Rendahnyo aspek kepedulian
masyarakat dan Pemerinich
daolam rongke mengelola don
memelthara  joringon  drainase
yang teich terbangun di

s lingkungan permukiman,

- iw} Petlunyc peningkatan
koordinosi lintas sektor.

- (W} Belum adanyac monitoring dan

evaluasi mengenai target
pencapaian ponjong droinase
terbangun.

Alternafif Strategt :

- Penvediaan infrastukur
dalam rangka mendukung
pengurangan area
genangan di ingkungan
pemukiman

- Meningkatkan advokast,
promasi, sosialisasi dan
kampanye terkait
pemelihargan drainase

Alfernallf Strategi :

- Mempercepat
penyediaan
prasarana dan sarana
pengelclaan drainase
lingkungan
permukiman baik di
perketaan maupun
perdesagn

Sumber : Hasit Analisis Pokjo
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BAB YV
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI GORONTALO

Kebijakan pembangunan sanitasi diambil dengan langkah  merumuskan
rancangan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh
kebijokan terhadap keberhasilan implementasi  strategi  serta  keterkaitan
langsung dengan pencapaian fujuan dan sasaran yang ditetapkan, Berdasarkan
keterkaiatan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strategi di atas maka kebijokan yoang
akan diambil pemerintah Provinsi Gerontalo dalam pembangunan sanitasi 2014-

2019 dirumuskan didatam tabel berikut :
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Tabel 5.1 Perumusan Kebijgkan Pembangunan Persampahan di Provinsi Gorontalo

. Visi
“Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sanitasi untuk masyarakat Gorentalo yang sehat dan sejahtera tahun 2019

Misi Tujuan Sasqran Strategi Kebijakan
1 Meningkatkan kuvalitas dan 1 Meningkatkan ¥ Meningkotnyajumlah | 1 Mengembangkan perangkat regulasi perda pengelolaan 1 Menhyusun aturan persampahan baik skala kabupacten,
kvantitas sarana don prasarang pelayanan rumeh tangga di persampahan permukiman maupun provinsi
pengelolaan sampabh. pengangkutan prov. gorontaio yang
sampah yang terlayani cleh 2 Menyelenggarakan perencanaan di bidang 2 Menyusun MasterPlan ataouv dokumen perencanaan lain
efisien. anggkutan sampch persampahan secara menyeluruh dan terintegrasi terkait persampahan, baik skala kab/kota, lintas witayah,
ke TPA, sesuai target rmaupun srovins
Universal Akses (85% 3 Mempercepat penyediaan prasarana dan sarana 3 Menyiopkan penganggaran guna
akses layak dan 15% pengelofoan dan pengangkutan persampahan di pembangunan/pengadaan scrana dan prasarana
akses dasar lingkungan permukiman balk di perkotaan maupun persampahan yang bersumber dari berbagai pihck
perdesaan {APBN, APBD I, APBD H, SWASTA, MASYARAKAT)
2  Mengurangi fimbulan sampah 4 Mendoreng pihck pengembdng perumahan dalam 4 Menyusun aturan yang mengikat pengembang
dalam rangka pengelolaan rangka penyediaan prasarana dan sarona pengelolaan perumahan sebagol partisipasi kepedulian ferhaap
sampah berkelanjutan. ) persampahan di ingkungan permukiman sanitasi
2  Mengurangi 2 Berkurangnyajumtah | 5 Melakukan pengawasan terthadap penegakan aturan 5 Membentuk lembaga pengawasan dari berbagai unsur
jumlah timbulan sampah dari tentang sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan terkait
timbulan sumbernya sebesar masyarakat.
saompah dari 30% dari total jurnlah
sumbernya timbulan sampah. 6 Meningkatkan peran serta masyarckat terkail pemilahon &  Lebih sering mengadakankan program/kegiotan yong
sampah rumah tangge melalui optimalisasi kelormpok melibatkan masyarakat terkait pemilahan sampah
masyarakat rumah tangga melalui optimalisasi kelompok masyarakat
lingkungan
3 Meningkatkan kemampuan 7 Mengadakan sosialisasi dan kampanye 3R pada 7 Penyiapan tirm sosialisasi yang rutin melakukan advekasi,
managjernen dan kelembagoan masyarakat promosi, sosialisasi dan kampanye terkait dengan
dalam sistemn pengeloiaan masalah persampahan di masyarakat
persampahan, . . . .
8 Penyediaan infrastukur dalem rangka mendukung 8 Menyigpkan penganggaran guna penyediaan
pengurangan timbulan sampah infrastuktur dalam rangka mendukung pengurangan
timbulan sampah yang bersumber dari berbagai pihak
{APBN, APBD |, APBD I, SWASTA, MASYARAKAT)

Sumber : Hasil Analisis Pokja
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Tabel 5.2 Perumusan Kebijakan Pembangunan Air Limbah di Provinsi Gorontalo

Visi :

“Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sanitasi untuk masyarakat Gorontale yang sehat dan sejahtera tahun 2019”

Misi

Tujuan

Sasaran

Sirategi

Kebijakan

1

Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana
pengelolaan gir imbah

Menyiopkaon kerangka
regulasi dalam
penyelenggaraan sistern
pengelolcan air limbah..

Terciptanya sistem
kelerbagaan yang kuat
dalam pengelohan air
imbah

Meningkatkan akses
masyarakat
terhadap
pelayanan
pengelolcan air
tirnbah permukiman
dengan sistem
setempat fon-site )
dan sistem off-site
fterpusat}

Menurunnya angka BABS
di prov Gorontalo sesuai
dengan target Universal
akses {B5% akses layak
dan 15% okses sanitasi
dosar}

Mengembangkan perangkat regulasi perda
pengelolaan air imbah permukiman

Menyelenggarakan perencanaan di bidang air
limbeh secara menyeluruh dan terintegrasi

Meningkatkon layanan pengaolahan air limbah
dengan sistern on-site, komunal dan off-site

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti
pantingnya memiliki, menggunakan dan
mermelihara tongki septik bagl penyehatan
lingkungan permukimon

Menviapkan lembaga yang mengelola air limbah
dan melakukon pengawasan terhadap
penegakan aturan tentang air imbah yang
dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat,

Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat
dalam rangka penyedican prasarana dan sarang
pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman

Mendorong pinak pengembang perumahan
dalam rangka penyedican prasarena dan sarana
pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman

%]

Menyusun aturan ¢ir limbah baik skala kabupaten.
maupun provinsi

Menyusun MasterPlan atau dokumen perencanaan lain
terkait dengan air iimbah, baik skala kab/fkota, lintas
wilayah, maupun provinsi

Menyiapkan penganggaran guna
pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana air
limboh yang bersumber dari berbagai pihak (APBN,
APBD I, APBD II, SWASTA, MASYARAKAT)

Penyiapan tim yang rutin rnetakukan pemicuan dan
promosi kesehatan

Membentuk dan mengoplimalkan lembaga operator
dan regulator

Lebih sefing melakukan kormunikasi dan
mengadakankan program/kegiatan yang melibatkan
swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan
sarana dan prasarana pengelolaan air imbah di
lingkungan pemukiman

Menyusun aturan yang mengikat pengembang
perumahan sebagai partisipasi kepedulian terhaap
sanitasi
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Sumber : Hasil Analisis Pokjo

Tabel 5.3 Perumusan Kebijokan Pembangunan Drainase di Provinsi Gorontalo

Visi:

“"Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sanitasi untuk masyarakat Gorentale yang sehat dan sejohterq tahun 2019

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan penyediaan
jaringan drainase yang
berkuaiitas

Mendorong peningkatan
kemampuan pembiayaan
bagi pembangunan
drainase menuju kearah
kemandirian daerah

Mengurangi jumich
ared genangan di
Kdb/kota provinst
gorontalo

Berkutangnya lokasi
rawan baniir dan area
genangan di lingkungan

Mengembangkan perangkat regulasi perda
pengelolaan drainase lingkungan

tMenyusun aluran drainase baik skala kabupaten,
MGUPUN Provinsi

permukiman Menyelenggarakan perencanaan di bidang Menyusun MasterPlan drainase baik skala kab/kota,
draingse Engkungan secara menyelursh dan lintas wilayah, maupun provinsi
terintegrasi
Penyediaan infrasiukur dalam rangka mendukung Menyiapkan penganggaran guna penyediaan
pengurangan area genangan di lingkungan infrastukiur dalam rangka mengurangt area genangan
pemukiman dilingkungan pemukiman yang bersumber dari berbagai
pihak {APBN, APBD {, APBD il, SWASTA, MASYARAKAT)
Meningkainya cakupan Mempercepat penyedican prasarana dan sarang Menyiapkan pengonggaran guna

pelayanan drainase di
kab/fkota provinsi
goronialo

pengelolaan drainase ngkungan permukiman baik
di perkotaan maupun perdesaan

pembangunan/pengadaan sarana dan prasarand
Drainase Lingkungan yang bersumber dari berbagai
pithak (APBN, APBD {, APBD i, SWASTA, MASYARAKAT)

Terwujudnya pengelolaan
dan pemelharaan
jaringon drainase
fingkungan yang
bersinergi antara
pemeiintah, swasia dan
masyarakat

Meninghkatkan peran serta swasta dan masyarakat
dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan
jaringan drainase lingkungan

Meningkatkan advokasi, promosi, sesialisasi dan
kampanye terkait pemeliharaan drainase

Lebih sering melakukan kemunikasi dan
mengadakankan program/fkegiatan yang melibatkan
swasta dan masyarakat dalam rangka pengelolaan dan
pemeliharaan jaringan drainase lingkungan

Penyiapan tim sosialisasi yang rutin melakukan advokasi,
promosi, sosialisasi dan kampanye terkait pemeliharaan
drainase

Sumber : Hasll Analisis Pokja
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BAB Vi
PENUTUP

Roadmap Pembangunan Sanitasi  Provinsi Gorontalo yang felah  tersusun
selanjulnyc akan menjadi inputdi dalom perencanaan dan penganggaran
formal  Provinsi  Gorontalo. input  tersebut  dimaksudkan agar  seluruh
perencanaan sanitasi di atas dapat dionggorkan dan diselenggarakan sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Roadmap Sanitasi ini juga akan menjadi pegangaon unfuk seluruh SKPD terkait
dalom menjalonkan pembangunan sanitasi sesual dengan kewenangan SKPD
masing-masing. Selain itu Roadmap Sanitasi akan disosialisasikan/konsuliasi
publik kepada seluruh stakeholder provinsi maupun kabupaten/kota agar
pembangunan sanitasi dapat dilakukan secara sinergis antara kabupaten/kota

dan provinsi,

GUBERNUR GORONTALO,
ttd

RUSLI HABIBIE
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